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PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 22 TAHUN 2021 

TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH  

KABUPATEN BARRU TAHUN 2022 

 
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  

 
BUPATI BARRU, 

 
Menimbang :  a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 343 ayat 

(1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 

2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan 

Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi 

Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana 

Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata 

Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka 

Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka 

Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah 

Daerah, perlu melakukan perubahan Rencana Kerja 

Pemerintah Daerah Kabupaten Barru Tahun 2022; 

  b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan 

Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Barru 

Nomor 22 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja 

Pemerintah Daerah Tahun 2022;  



Mengingat   :  1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang 

Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 

Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 1822); 

  2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang 

Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari 

Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851), 

sebagaimana telah diubah Undang-Undang Nomor 30 

Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak 

Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 6409); 

  3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang 

Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 

Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4421); 

  4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 

Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah 

dengan beberapa kali terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan 

Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 

tentang Pembentukan Peraturan Perundang-

Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2022 Nomor 143); 

  5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), 

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 

dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang 

Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 



Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6757); 

  6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang 

Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan 

Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 

Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4817); 

  7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang 

Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan 

Lembaran Negara Nomor 6041); 

  8. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang 

Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan 

Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2017 Nomor 136); 

  9. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang 

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 

Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik 

Indinesia Tahun 2020 Nomor 10); 

  10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 

2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian 

dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara 

Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang 

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan 

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, 

serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan   

Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan 

Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja 

Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia 

Tahun 2017 Nomor 1312); 

  11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 

2018 tentang Reviu Atas Dokumen Perencanaan 

Pembangunan dan Anggaran Daerah Tahunan (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 462); 

  12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 

2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan 

Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan 



Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia 

Tahun 2019 Nomor 1447); 

  13. Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 24 

Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah 

Daerah Provinsi Sulawesi Selatan (Berita Daerah 

Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2021 Nomor 24, 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 

Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 22 Tahun 2022 

tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur 

Sulawesi Selatan Nomor 24 Tahun 2021 tentang 

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi 

Selatan Tahun 2022 (Berita Daerah Provinsi Sulawesi 

Selatan Tahun 2022 Nomor 24); 

  14. Peraturan Daerah Kabupaten Barru Nomor 6 Tahun 

2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang 

Daerah Kabupaten Barru Tahun 2005-2025 

(Lembaran Daerah Kabupaten Barru Tahun 2010 

Nomor 51, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten 

Barru Nomor 8), sebagaimana telah diubah dengan 

Peraturan Daerah Kabupaten Barru Nomor 4 Tahun 

2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah 

Kabupaten Barru Nomor 6 Tahun 2010 tentang 

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah 

Kabupaten Barru Tahun 2005-2025 (Lembaran 

Daerah Kabupaten Barru Tahun 2018 Nomor 4); 

  15. Peraturan Daerah Kabupaten Barru Nomor 3 Tahun 

2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka 

Menengah Daerah Kabupaten Barru Tahun 2021-

2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Barru Tahun 

2021 Nomor 3); 

 
 

MEMUTUSKAN: 

 
Menetapkan :  PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS 

PERATURAN BUPATI BARRU NOMOR 22 TAHUN 2021 

TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH 

KABUPATEN BARRU TAHUN  2022. 

 

 



 

 

Pasal I 

Ketentuan Pasal 4 dalam Peraturan Bupati Barru Nomor 22 Tahun 2021 

tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Barru Tahun 2022 

(Berita Daerah Kabupaten Barru Tahun 2021 Nomor 22) diubah sebagai 

berikut: 

 

Pasal 4 

(1) Dokumen Perubahan RKPD Kabupaten Barru Tahun 2022 disusun 

dengan sistematika sebagai berikut : 

a. pendahuluan  

b. evaluasi hasil triwulan II tahun berkenaan 

c. kerangka ekonomi dan keuangan daerah 

d. sasaran dan prioritas pembangunan daerah 

e. rencana kerja dan pendanaan daerah 

f. kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah 

g. penutup 

(2) Dokumen Perubahan RKPD Kabupaten Barru Tahun 2022 sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan 

bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Pasal II 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 

 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 

Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah 

Kabupaten Barru. 

 

Ditetapkan di Barru 

pada tanggal 5 Agustus 2022      

BUPATI BARRU, 

 

 

 

SUARDI SALEH 

 
 
 
Diundangkan di Barru 

pada tanggal 5 Agustus 2022 

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BARRU, 

 

 

 

ABUSTAN 

 
BERITA DAERAH KABUPATEN BARRU TAHUN 2022 NOMOR 41 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1  Latar Belakang 

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Barru Tahun 

2022 merupakan tahun awal efektifitas pelaksanaan dari RPJMD 

Kabupaten Barru Tahun 2021-2026. RKPD Kabupaten Barru Tahun 2022 

idealnya merupakan penjabaran dari RPJMD Kabupaten Barru Tahun 

2021-2026, namun Kabupaten Barru berada pada posisi transisi sehingga 

penyusunan RKPD Tahun 2022 berpedoman pada RPJPD Kabupaten Barru 

tahun 2005-2025, mempertimbangkan visi, misi, dan program kepala 

daerah terpilih hasil pemilihan kepala daerah serentak tahun 2020 serta 

memperhatikan RKP tahun 2020, hal ini tertuang dalam Surat Edaran 

Menteri Dalam Negeri RI nomor 640/16/SJ tanggal 4 Januari 2021 tentang 

Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Pasca 

Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020 yang diselaraskan dengan 

RKPD Provinsi Sualwesi Selatan, arah kebijakan pembangunan nasional 

yang termuat di dalam RPJMN tahun 2020-2024 yang kemudian dijabarkan 

dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2022 dan program strategis 

nasional yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat. 

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) adalah dokumen 

perencanaan pembangunan tahunan yang disusun untuk menjamin 

keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, 

pelaksanaan dan pengawasan serta merupakan bagian yang tidak 

terpisahkan dalam tahapan penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan 

dan Belanja Daerah (RAPBD), juga sebagai pedoman dalam penyusunan 

Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran 

Sementara (PPAS). Dokumen RKPD memuat rancangan kerangka ekonomi 

daerah, prioritas pembangunan daerah, rencana kerja dan pendanaan. 

Perubahan RKPD Kabupaten Barru Tahun 2022 merupakan pedoman 

penyusunan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran Prioritas dan Plafon 

Anggaran Sementara serta Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan 

dan Belanja Daerah Tahun 2022. Bagi Perangkat Daerah Kabupaten Barru, 

RKPD merupakan pedoman untuk menyempurnakan Perubahan Rencana 

LAMPIRAN PERATURAN  BUPATI  BARRU 

NOMOR 40 TAHUN 2022 TENTANG PERUBAHAN 

ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 22 TAHUN 

2021 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH 

DAERAH KABUPATEN BARRU TAHUN 2022 
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Kerja Perangkat Daerah (Renja- PD) dan penyusunan Perubahan RKA PD 

Tahun 2022. 

Indikator makro pembangunan Kabupaten Barru didasari dari 

indikator Pembangunan Nasional, Propinsi Sulawesi Selatan dan 

rancangan awal dokumen RPJMD Kabupaten Barru. Adapun target dan 

realisasi hingga triwulan I tahun 2022 yaitu : 

Tabel 1.1 

Capaian dan Target Indikator Makro Pembangunan Kabupaten Barru 

 

No 
 

Indikator Makro Satuan 

 

Capaian Tahun 

2021 

 

Target Tahun 2022 

 

1 
 

Indeks Pembangunan Manusia 

(IPM) 
Angka 

 

71,13 71,62 

2 Tingkat Kemiskinan % 8,68 7,45 
 

3 
 

Tingkat Pengangguran Terbuka % 6,74 5,88 

4 Pertumbuhan Ekonomi % 4.77 4,57 

5 PDRB Perkapita (ADHB) Juta (Rp) 43,43 43,9 

6 Rasio Gini Angka 0,359 0,35 

Sumber data : BPS Kab.Barru dan RPJMD Kab Barru 2021-2026 

Pandemi Covid-19 yang melanda menyebabkan rentetan dampak 

terhadap perekonomian baik di tingkat pusat maupun daerah. Hal ini 

menyebabkan adanya beberapa kebijakan terkait pengalokasian  anggaran 

untuk pencegahan dan percepatan penanganan Covid-19 di lingkungan 

pemerintahan daerah. Pengalokasian anggaran belanja APBD Tahun 

Anggaran 2022 digunakan untuk fokus dalam penanganan tanggap darurat 

pandemi Covid-19 dan pemulihan ekonomi nasional. Dinamika perubahan 

regulasi terkait perencanaan dan penganggaran menyebabkan dokumen-

dokumen perencanaan dan penganggaran harus diselaraskan dan 

disesuaikan, munculnya Kepmendagri 050-3708 Tahun 2020 tentang hasil 

Verifikasi, validasi, dan inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, kodefikasi 

dan Nomenkelatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah yang 

disusul dengan Kepmendagri 050-5889 tahun 2021 yang merupakan hasil 

pemutakhiran dari Kepmendagri 050-3708 Tahun 2020 menjadi salah satu 

hal mendasar untuk melakukan penyesuaian terhadap dokumen 

perencanaan. Selanjutnya perubahan kelembagaan dalam lingkup 

pemerintah Kabupaten Barru dengan terbitnya Peraturan Daerah Nomor 1 

Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Barru 

Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat 

Daerah juga merupakan hal yang segera harus diselaraskan dengan 

dokumen perencanaan dan penganggaran. 
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Kondisi kondisi tersebut berpengaruh terhadap pelaksanaan RKPD, 

dimana menunjukkan  perlu adanya penyesuaian terhadap perkembangan 

keadaan yang meliputi penyesuaian asumsi kerangka ekonomi daerah 

dan kerangka pendanaan, penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran 

(SiLPA) tahun anggaran sebelumnya yang harus digunakan untuk tahun 

berjalan, perubahan indikator kinerja, target, lokasi, dan pagu kegiatan. 

Penyesuaian-penyesuaian dimaksud selanjutnya dituangkan dalam 

Peraturan Bupati tentang Perubahan RKPD sebagaimana diatur dalam 

Pasal 343 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 

tentang tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi 

Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah 

tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan 

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan 

Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.  

Pelaksanaan perubahan RKPD Tahun 2022 dilakukan dengan 

memperhatikan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, 

Pasal 343 ayat 1 bahwa Perubahan RKPD dapat dilakukan apabila 

berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan 

menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan 

meliputi : 

a. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas 

pembangunan Daerah, kerangka ekonomi Daerah dan keuangan 

Daerah, rencana program dan kegiatan RKPD berkenaan; dan/atau 

b. Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran 

sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan.  

Dan berdasarkan pasal 345 disebutkan bahwa tahapan Perubahan 

RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 343 disusun dengan tahapan :              

(a) penyusunan rancangan perubahan RKPD, (b) perumusan rancangan 

akhir perubahan RKPD,  dan (c) penetapan.  

 

1.2 Dasar Hukum Penyusunan 

1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan 

Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 1822); 
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2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan 

Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851), 

sebagaimana telah diubah Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 

tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409); 

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan 

Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4421); 

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 

Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan 

beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 

tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 

2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143); 

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 

244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), 

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara 

Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6757); 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata 

Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana 

Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4817); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan 

Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan 

Lembaran Negara Nomor 6041); 
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8. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan 

Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136); 

9. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 

(Lembaran Negara Republik Indinesia Tahun 2020 Nomor 10); 

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata 

Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan 

Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang 

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan 

Rencana Pembangunan   Jangka Panjang Daerah, Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja 

Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 

Nomor 1312); 

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2018 tentang Reviu 

Atas Dokumen Perencanaan Pembangunan dan Anggaran Daerah 

Tahunan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 462); 

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang 

Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan 

dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 

Nomor 1447); 

13. Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 24 Tahun 2021 tentang 

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan (Berita 

Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2021 Nomor 24, 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Sulawesi 

Selatan Nomor 22 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan 

Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 24 Tahun 2021 tentang Rencana 

Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2022 

(Berita Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2022 Nomor 24); 

14. Peraturan Daerah Kabupaten Barru Nomor 6 Tahun 2010 tentang 

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Barru 

Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Barru Tahun 2010 

Nomor 51, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barru Nomor 8), 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten 

Barru Nomor 4 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan 

Daerah Kabupaten Barru Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana 
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Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Barru Tahun 

2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Barru Tahun 2018       

Nomor 4); 

15. Peraturan Daerah Kabupaten Barru Nomor 3 Tahun 2021 tentang 

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Barru 

Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Barru Tahun 2021 

Nomor 3); 

 

1.3 Hubungan Antar Dokumen 

Penyusunan Perubahan RKPD Kabupaten Barru Tahun 2022 diperlukan 

untuk menjamin terjadinya keselarasan, keterkaitan dan konsistensi dalam 

sistem pembangunan daerah antara perencanaan, penganggaran, 

pelaksanaan dan pengawasan. Dokumen Perubahan RKPD Kabupaten 

Barru Tahun 2022 merupakan acuan pelaksanaan Sistem Perencanaan dan 

Penganggaran Terpadu dan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam 

Tahapan Penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

Kabupaten Barru Tahun 2022, yang terdiri atas Kebijakan Umum APBD 

(KUA), Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS), yang dituangkan 

secara detail di dalam Dokumen Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan 

Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Organisasi Perangkat Daerah, 

seperti digambarkan pada Gambar 1.1 berikut ini : 

Hubungan Dokumen Perencanaan Pembangunan Nasional,  

Daerah, dan OPD 

Gambar 1.1  Hubungan Dokumen Perencanaan Pembangunan Nasional,  

Daerah, dan OPD 
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1.4 Sistematika Dokumen Perubahan RKPD 

Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Barru 

Tahun 2022 merupakan dokumen pembangunan tahunan yang disusun 

dalam sistematika sebagai berikut: 

BAB I PENDAHULUAN 

Pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan 

dokumen Perubahan RKPD agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat 

dipahami dengan baik. Pada Sub Bab Latar Belakang mengemukakan 

pengertian ringkas tentang RKPD, hal hal yang mendasari perlunya 

dilakukan Perubahan RKPD. Pada Sub Bab Dasar Hukum Penyusunan 

memberikan uraian ringkas tentang dasar hukum yang digunakan dalam 

penyusunan RKPD, baik yang berskala nasional, maupun lokal. Pada Sub 

Bab Hubungan Antar Dokumen menjelaskan hubungan RKPD dengan 

dokumen lain yang relevan beserta penjelasannya. Pada Sub Bab Maksud 

dan Tujuan menjelaskan uraian ringkas tentang tujuan penyusunan 

dokumen RKPD bagi daerah dan sasaran penyusunan dokumen RKPD bagi 

daerah. Pada Sub Bab Sistematika mengemukakan penyusunan dokumen 

RKPD terkait dengan pengaturan bab serta garis besar isi setiap bab 

didalamnya. 

BAB II EVALUASI HASIL TRIWULAN II TAHUN BERKENAAN 

Pada bagian ini memperlihatkan hasil evaluasi terhadap pelaksanaan RKPD 

Tahun 2022 sampai dengan Triwulan II berdasarkan Program, Kegiatan, 

Indikator, Target, Lokasi, dan Anggaran. 

BAB III KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH 

Bab ini menjelaskan tentang kondisi ekonomi tahun berjalan dan perkiraan 

tahun berikutnya, yang antara lain mencakup indikator pertumbuhan 

ekonomi daerah, sumber-sumber pendapatan dan kebijakan pemerintah 

daerah yang diperlukan dalam pembangunan perekonomian daerah meliputi 

pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah 

BAB IV SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH 

Bab ini Mengemukakan secara eksplisit perumusan prioritas dan sasaran 

pembangunan daerah berdasarkan hasil analisis terhadap hasil evaluasi 

pelaksanaan RKPD sampai dengan triwulan II tahun berjalan dan capaian 

kinerja yang direncanakan dalam RPJMD, serta identifikasi permasalahan 

ditingkat daerah dan nasional. 
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BAB V RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH 

Bab ini Mengemukakan secara eksplisit rencana program dan kegiatan 

prioritas daerah yang disusun berdasarkan evaluasi pembangunan triwulan 

II tahun berjalan, kedudukan tahun rencana (RKPD) dan capaian kinerja 

yang direncanakan dalam RPJMD 

BAB VI KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH 

Bab ini menggambarkan penetapan indikator kinerja penyelenggaraan 

pemerintahan daerah yang bertujuan untuk memberi panduan dalam 

pencapaian kinerja tahunan, yaitu Indikator Makro, Indikator Kinerja 

Utama (IKU), Indikator Kinerja Kunci (IKK), Indikator SPM maupun 

Indikator SDGs pada akhir tahun perencanaan. 

BAB VII PENUTUP 

Bab ini menjelaskan kaidah pelaksanaan dan kesimpulan dokumen yang 

menjadi harapan berkenaan dengan pelaksanaan Perubahan Rencana Kerja 

Pemerintah Daerah Kabupaten Barru Tahun 2022 

1.5 Maksud dan Tujuan 

Maksud penyusunan Perubahan RKPD Kabupaten Barru tahun 2022 adalah 

untuk memberikan arah pembangunan tahunan Kabupaten Barru sebagai 

akibat adanya beberapa perubahan pada proses perencanaan yang sudah 

ditetapkan. Adapun tujuan penyusunan Perubahan RKPD Tahun 2022 

adalah: 

a. Menyesuaikan asumsi kerangka ekonomi daerah dan kerangka 

pendanaan dengan perkembangan kondisi terkini; 

b. Memberikan dasar hukum penggunaan Silpa untuk pendanaan 

kegiatan tahun 2022; 

c. Memberikan dasar hukum perubahan indikator kinerja, target, lokasi, 

dan pagu kegiatan. 

Berdasarkan pertimbangan diatas, maka ruang lingkup Perubahan RKPD 

tahun 2022 meliputi: 

a. perubahan rancangan kerangka ekonomi daerah dan kerangka 

pendanaan; 

b. perubahan proyeksi keuangan daerah dan kerangka pendanaan 

c. perubahan matrik rencana program, kegiatan dan sub kegiatan tahun 

2022 serta prakiraan maju tahun 2022 untuk semua OPD di lingkungan 

Kabupaten Barru. 
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BAB II 

EVALUASI HASIL RKPD  

TRIWULAN II TAHUN BERKENAAN 

 

2.1 EVALUASI INDIKATOR KINERJA MAKRO 

2.1.1 Indikator Kinerja Makro Nasional 

 Indikator makro pembanguan merupakan indikator kinerja pembangunan 

yang menggambarkan keberhasilan pembangunan daerah secara umum. Kinerja 

makro merupakan akumulasi dari pencapaian kinerja beberapa sector, urusan, 

dan bidang pemerintahan. Indikator makro pembangunan nasional triuwlan I 

tahun 2022: 

1. Pertumbuhan Ekonomi 

 Perekonomian Indonesia berdasarkan besaran Produk Domestik Bruto 

(PDB) atas dasar harga berlaku triwulan I-2022 mencapai Rp4.513,0 triliun 

dan atas dasar harga konstan 2010 mencapai Rp2.818,6 triliun.  

Ekonomi Indonesia triwulan I-2022 terhadap triwulan I-2021 tumbuh sebesar 

5,01 persen (y-on-y). 

 Dari sisi produksi, Lapangan Usaha Transportasi dan Pergudangan 

mengalami pertumbuhan tertinggi sebesar 15,79 persen. Sementara dari sisi 

pengeluaran, Komponen Ekspor Barang dan Jasa mengalami pertumbuhan 

tertinggi sebesar 16,22 persen. 

 Ekonomi Indonesia triwulan I-2022 terhadap triwulan sebelumnya 

mengalami kontraksi pertumbuhan sebesar 0,96 persen (q-to-q). Dari sisi 

produksi, kontraksi pertumbuhan terdalam terjadi pada Lapangan Usaha Jasa 

Kesehatan dan Kegiatan Sosial sebesar 16,54 persen. Dari sisi pengeluaran, 

Komponen Pengeluaran Konsumsi Pemerintah (PK-P) mengalami kontraksi 

pertumbuhan terdalam sebesar 50,54 persen. 

 Kelompok provinsi di Pulau Jawa mendominasi struktur ekonomi Indonesia 

secara spasial pada triwulan I-2022 dengan peranan sebesar 57,78 persen (y-

on-y), dengan kinerja ekonomi yang mengalami pertumbuhan sebesar 5,07 

persen dibanding triwulan I-2021. 
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Gambar 2.1. 

Struktur perekonomian Indonesia secara spasial selama Triwulan 1-2022 

 

 

2. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) 

 Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Februari 2022 sebesar 5,83 persen, 

turun sebesar 0,43 persen poin dibandingkan dengan Februari 2021. 

 Terdapat 11,53 juta orang (5,53 persen) penduduk usia kerja yang 

terdampak COVID-19. Terdiri dari pengangguran karena COVID-19 (0,96 juta 

orang), Bukan Angkatan Kerja (BAK) karena COVID-19 (0,55 juta orang), 

sementara tidak bekerja karena COVID-19 (0,58 juta orang), dan penduduk 

bekerja yang mengalami pengurangan jam kerja karena COVID-19 (9,44 juta 

orang). 

Grafik 2.1.  
Perkembangan tingkat pengangguran di Indonesia 

 

 

3. PDRB  

 Perekonomian  Indonesia  berdasarkan besaran  Produk Domestik Bruto 

(PDB) atas dasar harga berlaku triwulan I-2022 mencapai Rp4.513,0 triliun 

dan atas dasar harga konstan 2010 mencapai Rp2.818,6 triliun. 
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Grafik 2.2 

Laju Pertumbuhan dan Nilai PDB Triwulanan 

 

 

2.1.2 Indikator Kinerja Makro Provinsi 

 Indikator makro Provinsi Sulawesi Selatan menunjukka trend yang positf 

hingga triwulan I tahun 2022, mulai dari pertumbuhan ekonomi, inflasi, tingkat 

kemiskinan dan Inflasi, ketenagakerjaan dan Indeks Pembangunan Manusia 

(IPM). 

 Pertumbuhan ekonomi tahun 2021 mengalami tren positif yang tumbuh 

4,65%, dibanding tahun 2020 lalu yang terkontraksi -0,71%. 

Grafik 2.3 
Perkembangan IPM Provinsi Sulawesi Selatan 

 

 

 Untuk inflasi, masih relatif terkendali. Tahun 2021, inflasi di Sulsel 

sebesar 2,26%, sementara per Maret 2022, inflasi berada pada angka 1,07 %, 

namun per Mei 2022, berita resmi Statistik dari BPS merilis angka Inflasi 

Provinsi Sulawesi Selatan 0,28 %. 
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Tabel 2.1 

Inflasi Tahun Kalender dan Year on Year Sulawesi Selatan dan Indonesia, 
2021-2022 (2018=100) 

 

 

 Sejalan dengan pertumbuhan ekonomi, angka kemiskinan dan angka 

pengangguran di Sulsel menurun juga menunjukkan tren penurunan. Angka 

pengangguran membaik, meski baru saja pulih (penyebaran menurun) dari 

pandemi. Agustus 2021 angka pengangguran 5,72%, sementara Februari 2021 

5,79%. Sementara angka kemiskinan trennya sangat bagus, mengalami 

penurunan, September 2021 8,53%, dan Maret 2021 8,78%,. 

 Untuk gini ratio Sulsel juga mengalami penurunan. Pada September 2021, 

gini ratio di Sulsel berada pada angka 0,377. Sementara untuk IPM  terus 

mengalami peningkatan, tahun 2021 IPM di Sulsel berada pada angka 72,24,". 

 

2.1.3 Indikator Kinerja Makro Kabupaten Barru  

 Indikator makro pembanguan Kabupaten Barru didasari dari indikator 

pembangunan nasional, Provinsi Sulawesi Selatan dan rancangan awal 

dokumen RPJMD Kabupaten Barru. Adapun target dan realisasi hingga triwulan 

I tahun 2022: 
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Tabel. 2.2 

Indikator Makro Kabupaten Barru Tahun 2022 

 

No 
 

Indikator Makro Satuan 

 

Capaian Tahun 

2021 

 

Target Tahun 2022 

 

1 
 

Indeks Pembangunan Manusia 

(IPM) 
Angka 

 

71,13 71,62 

2 Tingkat Kemiskinan % 8,68 7,45 
 

3 
 

Tingkat Pengangguran Terbuka % 6,74 5,88 

4 Pertumbuhan Ekonomi % 4.77 4,57 

5 PDRB Perkapita (ADHB) Juta (Rp) 43,43 43,9 

6 Rasio Gini Angka 0,359 0,35 

Sumber data : BPS Kab.Barru dan RPJMD Kab Barru 2021-2026 

1. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)  

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan indikator penting 

untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas 

hidup manusia. IPM juga dapat menentukan peringkat atau level 

pembangunan suatu wilayah. Adapun IPM Kabupaten Barru Tahun 

2017 - 2021 dapat dilihat pada grafik berikut. 

Grafik 2.4 
Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Barru  

Tahun 2017-2021 
 

 
                          Sumber :Kabupaten Barru dalam Angka 2022 
 
 

IPM Kabupaten Barru dalam kurun waktu tahun 2017 hingga 

tahun 2021 menunjukkan trend positif, dimana angkanya meningkat 

tiap tahunnya. Namun ketika disandingkan dengan capaian nasional 

dan Provinsi Sulawesi Selatan, capaian IPM Kabupaten Barru masih 

berada di bawah Provinsi Sulawesi Selatan dan Nasional, seperti yang 

tersaji pada grafik di bawah ini : 
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Grafik 2.5 

Perbandingan IPM  Kabupaten Barru dengan Capaian  Provinsi Sulsel 
dan Capaian Nasional Tahun 2017-2021 

 

 
                        Sumber : BPS Tahun 2022 
 

Sementara itu, untuk perbandingan IPM Kabupaten Barru dengan 

wilayah sekitar yang terdiri dari Kabupaten Pangkep, Bone, Soppeng, 

Sidrap dan Kota Parepare dapat dilihat pada grafik berikut ini. 

Grafik 2.6 
Perbandingan  IPM  Kabupaten Barru  dengan wilayah sekitar  

Tahun 2017-2021 

 

 
 

          Sumber : Kabupaten Barru dalam Angka 2022 

 

Berdasarkan grafik diatas terlihat bahwa capaian Kabupaten 

Barru untuk IPM tahun 2021 berada pada posisi ketiga setelah Kota 

Parepare dan Kabupaten Sidrap. Untuk wilayah Sulawesi Selatan 

sendiri Kabupaten Barru berada pada naik ke posisi 9 diantara 24 

Kabupaten/Kota setelah tahun 2020 pada posisi ke 15. 

Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia (IPM)  berdasarkan 

indikator pendukungnya selama  5 (lima) tahun terakhir dapat dilihat 

pada tabel berikut: 
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Tabel 2.3 

Angka IPM dan Indikator Pendukungnya di Kabupaten Barru  
Tahun 2017-2021 

No Uraian 2017 2018 2019 2020 2021 

1 Angka Harapan Hidup 68.30 68.60 68,91 69,02 69,07 

2 Harapan Lama Sekolah 13.55 13.56 13,57 13,58 13,59 

3 Rata-rata Lama Sekolah 7.85 7.86 7,96 8,23 8,24 

4 
Paritas Daya Beli 

(Rp.000.000) 
10.28 10.62 10,91 10,92 11,02 

IPM 69.07 69.56 69.56 71.00 71,13 

        

        Sumber : Kabupaten Barru dalam Angka 2022 

Angka statistik di atas mengindikasikan performa pembangunan 

pemerintah Kabupaten Barru, realisasi program dan kegiatan selama 

periode tersebut terbukti mampu meningkatkan derajat dan kualitas 

pembangunan manusia di Kabupaten Barru. 

2. Tingkat Kemiskinan 

Persentase penduduk diatas garis kemiskinan merupakan salah 

satu indikator kemiskinan dihitung dengan menggunakan formula (100 

angka kemiskinan) sedangkan angka kemiskinan adalah persentase 

penduduk yang masuk kategori miskin terhadap jumlah penduduk.  

Berdasarkan dari hasil evaluasi ada beberapa indikator yang dijadikan 

parameter untuk penanggulangan kemiskinan antara lain adalah : 

1. Angka Kemiskinan; 

2. Indeks Kedalaman Kemiskinan (Poverty Gap Index-P1), merupakan 

ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing 

penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Semakin tinggi Indeks 

Kedalaman Kemiskinan maka semakin jauh rata-rata pengeluaran 

penduduk dari garis kemiskinan. Penurunan nilai indeks 

kedalaman kemiskinan mengindikasikan bahwa rata-rata 

pengeluaran penduduk miskin cenderung makin mendekati garis 

kemiskinan dan ketimpangan pengeluaran penduduk miskin juga 

semakin menyempit. Kegunaan dari nilai agregat dari poverty gap 

index adalah untuk mengetahui seberapa besar biaya untuk 

mengentaskan kemiskinan. Semakin kecil nilai poverty gap index, 

maka semakin besar potensi ekonomi untuk dana pengentasan 

kemiskinan untuk target sasaran bantuan dan program; 

3. Indeks Keparahan Kemiskinan (Poverty Severity Index-P2), 

merupakan gambaran mengenai penyebaran pengeluaran diantara 

penduduk miskin. Semakin tinggi nilai indeks, semakin tinggi 

ketimpangan pengeluaran diantara penduduk miskin. Indikator 
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Keparahan Kemiskinan berfungsi untuk memberikan informasi 

yang saling melengkapi pada insiden kemiskinan. Sebagai contoh, 

mungkin terdapat kasus bahwa beberapa kelompok penduduk 

miskin memiliki insiden kemiskinan yang tinggi tetapi jurang 

kemiskinannya (poverty gap) rendah, sementara kelompok 

penduduk lain mempunyai insiden kemiskinan yang rendah tetapi 

memiliki jurang kemiskinan yang tinggi bagi penduduk yang miskin. 

Adapun persentase garis kemiskinan di Kabupaten Barru 

dapat dilihat pada tabel berikut. 

Tabel 2.4 

Persentase penduduk di atas garis kemiskinan di Kab.Barru 
 Tahun 2017-2021 

No Tahun 

Jumlah 

Penduduk 

Miskin 

(Jiwa) 

Jumlah 

Penduduk 

(Jiwa) 

Angka 

Kemiskinan 

garis kemiskinan 

(Rupiah/Kapita/Bulan)) 

1 2017 16.760 174.871 9,71 289,371 

2 2018 15.680 173.451 9,04 307,904 
3 2019 14.920 182.373 8,57 322,248 

4 2020 14.440 187.392 8,26 337,047 

5 2021 15.180 189.377 8,68 351,924 

          Sumber : Kabupaten Barru dalam Angka Tahun 2022 

Dari tabel diatas terlihat bahwa trend tingkat kemiskinan 

Kabupaten Barru berfluktuatif, proses pembangunan di kabupaten 

Barru terus berkontribusi dalam trend pertumbuhan penduduk 

miskin, meskipun relatif tidak stabil.  Selain itu fokus 

penanggulangan kemiskinan dalam bentuk terwujudnya program-

program penanggulangan kemiskinan baik yang berkontribusi 

secara langsung maupun program-program prioritas pembangunan 

lainnya terus berusaha menurunkan tingkat kemiskinan Kabupaten 

Barru.  

Disisi lain kondisi kemiskinan dari indeks kedalaman dan 

indeks keparahan kemiskinan menunjukkan kinerja yang 

menurun. Adapun indeks kedalaman dan indeks keparahan 

kemiskinan di Kabupaten Barru dapat dilihat pada grafik berikut. 
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Grafik 2.7 

Indeks kedalaman dan indeks keparahan kemiskinan 
di Kabupaten Barru Tahun 2017-2021 

 
                   Sumber : Kabupaten Barru dalam Angka tahun 2022 

Indeks kedalaman dan indeks keparahan yang merupakan ukuran 

rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin 

terhadap garis kemiskinan, indikator ini menunjukkan kesenjangan dan 

kedalaman tingkat kemiskinan di suatu wilayah,  pada gambar diatas 

terlihat bahwa angka P1 dan P2 Kabupaten Barru berfluktuatif, 

sementara pada Tahun 2019 mengalami penurunan jika dibandingkan 

tahun-tahun sebelumnya, ini berindikasi bahwa rata-rata pengeluaran 

penduduk miskin Kabupaten Barru  cenderung makin mendekati garis 

kemiskinan dan ketimpangan pengeluaran penduduk miskin juga 

semakin menyempit. 

Adapun perbandingan persentase kemiskinan antara Kabupaten 

Barru dengan Capaian Nasional dan Provinsi Sulawesi Selatan seperti 

yang terlihat pada grafik berikut ini : 

Grafik 2.8 
Perbandingan Persentase Penduduk Miskin Kab.Barru dengan Capaian  

Provinsi Sulsel dan Capaian Nasional Tahun 2017-2021 

 
                  Sumber : BPS Tahun 2022 

Berdasarkan angka diatas terlihat bahwa persentase kemiskinan 

Kabupaten Barru selalu berada di bawah angka kemiskinan Nasional, 
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sementara jika dibandingkan dengan capaian Provinsi Sulawesi Selatan, 

mulai tahun 2018 hingga tahun 2021 berhasil berada di bawah angka 

kemiskinan Provinsi Sulawesi Selatan. Sementara untuk perbandingan 

dengan wilayah sekitar dapat dilihat pada tabel dibawah ini. 

Tabel 2.5 
Perbandingan  Persentase Penduduk Miskin, Indeks Kedalaman 

dan Indeks Keparahan Kemiskinan Kab.Barru  dengan wilayah 
Sekitar Tahun 2019-2021 

N

o 

Kabupaten/ 

Kota 

2017 Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021 

% 

Pdd 

Mis

kin 

P1 P2 % Pdd 

Miski

n 

P1 P2 % Pdd 

Miskin 

P1 P2 % 

Pdd 

Miski

n 

P1 P2 % 

Pdd 

Miski

n 

P1 P2 

1 Kab. Barru 9,71 1,58 0,37 9,04 1,43 0,32 8,57 1,07 0,21 8,26 1,31 0,36 8.68 1.52 0.39 

2 Kota Pare-pare 5,70 0,85 0,24 5,59 0,75 0,17 5,26 0,71 0,15 5,44  0,9

4 

 0,2

4 

5.40 0.72 0.13 

3 Kab. Soppeng 8,29 1,25 0,28 7,50 1,39 0,37 7,25 0,69 0,12 7,59  0,8

3 

 0,1

6 

7.53 1.24 0.28 

4 Kab.Sidrap 5,32 0,85 0,21 5,16 0,94 0,23 4,79 0,60 0,13 5,05  0,8

2 

 0,1

9 

5.04 0.64 0.13 

5 Kab. Pangkep 16,2

2 

3,04 0,88 15,10 3,12 0,92 14,06 1,81 0,31 13,96  2,5

2 

 0,7

1 

14.28 2.78 0.78 

6 Kab. Bone 10,2

8 

1,56 0,39 10,44 1,44 0,30 10,06 1.35 0,29 10,68  1.5

9 

 0.3

6 

10.52 1.67 0.42 

                    Sumber : BPS Tahun 2022 

3. Tingkat Pengangguran Terbuka 

 Tingkat pengengguran terbuka merupakan perbandingan antara 

jumlah pengangguran dengan jumlah angkatan kerja. TPT yang tinggi 

menunjukkan tingginya angkatan kerja yang tiak terserap di dunia 

kerja. TPAK dan TPT di Kabupaten Barru dapat dilihat pada tabel 

berikut. 

Tabel 2.6 

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja dan  

Tingkat Pengangguran Terbuka 

Kabupaten Barru Tahun 2017-2021 

No Uraian 
Tahun 

2017 2018 2019 2020 2021 

1 
Tingkat Partisipasi Angkatan 

Kerja (TPAK) 
59,47 56,73 58,55 57,18 58,14 

2 
Tingkat Pengangguran 
Terbuka (TPT) 

5,60 5,38 5,79 6,39 6,74 

  Sumber : Kabupaten Barru Dalam Angka Tahun 2022 

 TPT di Kabupaten Barru terlihat berfluktuasi dengan tingkat 

pengangguran tertinggi pada tahun 2017 yaitu sebesar 5,60% dan 
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mencapai pengangguran terendah pada tahun 2018 yaitu hanya 5,38%, 

namun mulai tahun 2019 hingga tahun 2021 mengalami peningkatan 

tingkat pengangguran, hal ini dipicu karena banyaknya pekerja dari 

luar Kabupaten Barru yang dirumahkan kembali ke kampung halaman 

(Kabupaten Barru) sehingga mempengaruhi angka 3 tahun terakhir. 

Grafik 2.9 

Perbandingan Tingkat Pengangguran Terbuka Kab.Barru dengan 
Capaian  Provinsi Sulsel dan Capaian Nasional Tahun 2017-2021 

 

 
                              Sumber : BPS Tahun 2022 
 
 

Tabel 2.7 
Perbandingan  Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Barru  

dengan wilayah setara Tahun 2017-2021 

No Kabupaten/ Kota 2017 2018 2019 2020 2021 

1 Kab. Barru 5.60 4,96 5,39 6.39 6,74 

2 Kota Pare-pare 6.47 6,36 6,17 7.14 6,72 

3 Kab. Soppeng 2.71 2.36 3,24 4.42 3,92 

4 Kab.Sidrap 3.17 4.29 4.35 5.91 4,93 

5 Kab. Pangkep 7.05 6.13 4,99 5.18 5,86 

6 Kab. Bone 4,55 2.56 3,01 3.20 4,15 

                 Sumber : Kabupaten Barru dalam Angka Tahun 2022 

 

4. Pertumbuhan Ekonomi 

Pertumbuhan Ekonomi merupakan nilai tambah bruto seluruh 

barang dan jasa yang tercipta atau dihasilkan di wilayah domestik suatu 

negara yang timbul akibat berbagai aktivitas ekonomi dalam suatu 

periode tertentu tanpa memperhatikan apakah faktor produksi yang 

dimiliki residen atau non-residen. Penyusunan PDRB dapat dilakukan 

melalui 3 (tiga) pendekatanya itu pendekatan produksi, pengeluaran 

dan pendapatan, yang disajikan atas dasar harga berlaku dan harga 

konstan.  

PDRB  atas  dasar harga  berlaku  atau  dikenal  dengan PDRB nominal 

disusun berdasarkan harga yang berlaku pada periode penghitungan, 
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dan bertujuan untuk melihat struktur perekonomian sedangkan PDRB 

atas dasar harga konstan atau yang dikenal dengan PDRB riil disusun 

berdasarkan harga pada tahun dasar dan bertujuan untuk mengukur 

laju pertumbuhan PDRB (pertumbuhan ekonomi), angka yang 

ditunjukkan oleh PDRB merupakan penjumlahan seluruh pendapatan 

yang diperoleh perekonomian suatu daerah yang dikelompokkan dalam 

17 sektor rincian kategori lapangan usaha yaitu sektor Pertanian, 

Kehutanan  dan  Perikanan,  sektor Pertambangan dan Penggalian, 

sektor Industri Pengolahan, sektor Pengadaan Listrik dan Gas, 

Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang, sektor 

Konstruksi, sektor Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan 

Sepeda Motor, sektor Transportasi dan Pergudangan, sektor Penyediaan 

Akomodasi dan Makan Minum, sektor Informasi dan Komunikasi, 

sektor Jasa Keuangan dan Asuransi, sektor Real Estate, sektor Jasa 

Perusahaan, sektor Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan 

Jaminan Sosial Wajib, sektor Jasa Pendidikan, sektor Jasa Kesehatan 

dan Kegiatan Sosial, dan sektor Jasa Lainnya. 

Grafik 2.10 

Perbandingan Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Barru,  
Provinsi Sulawesi Selatan dan Nasional Tahun 2017 – 2021 

 
 
                Sumber : BPS Tahun 2022 

Grafik diatas menunjukkan perbandingan pertumbuhan ekonomi 

Kabupaten Barru bertumbuh lebih cepat dari Nasional dan Provinsi 

Sulawesi Selatan. Hal tersebut dapat dilihat pada tahun 2021 

pertumbuhan ekonomi Kabupaten Barru berada pada angka 4.77 

setelah di tahun 2020 mengalami penurunan yang cukup drastic hingga 

angka 0,87, hal ini masih lebih baik dari capaian pertumbuhan ekonomi 

Nasional dan Provinsi Sulawesi Selatan, meskipun tahun 2020 

terkontraksi negarif pada -2,07 dan -0,7. Pertumbuhan ekonomi setelah 

masa pandemi covid19 di tahun 2020 pelan-pelan memperlihatkan 
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trend yang positif, program pemulihan ekonomi nasional yang 

dicanangkan pemerintah Pusat hingga ke Pemerintah Daerah 

menunjukkan potensi keberhasilan dalam stabilisasi ekonomi nasional 

dingga ke daerah.. 

Sementara untuk Perbandingan Laju Pertumbuhan Ekonomi 

Kabupaten Barru dengan wilayah sekitar dapat dilihat pada gambar di 

bawah ini. 

Grafik 2.11 
Perbandingan Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Barru dengan 

Wilayah Sekitar Tahun 2017 - 2021 
 

 
                  Sumber : BPS Tahun 2022 
 

 Jika dibandingkan dengan wilayah tetangga yang berbatasan langsung 

yakni Kab. Pangkep, Kab. Soppeng. Kab. Sidrap, Kab.Bone dan Kota 

Parepare, Laju pertumbuhan ekonomi (PE) Kabupaten Barru meskipun 

pada tahun 2017 lebih rendah, pada tahun 2020 berada pada posisi 

dua setelah Kabupaten Soppeng dan tahun 2021 pada posisi ke empat 

setalah Soppeng, Sidrap, dan Bone. Dan jika dicermati, diantara enam 

Kabupaten Kota ini, Laju PE Kabupaten Barru dari tahun 2017 - 2021 

secara signifikan mengalami percepatan pertumbuhan dan meningkat 

tiap tahunnya jika dibandingkan dengan wilayah sekitar yang 

cenderung fluktuatif. 

5. PDRB Perkapita  

 Nilai PDRB per kapita sering digunakan sebagai alat ukur atau 

indikator tingkat kemakmuran suatu daerah, angka ini diperoleh 

dengan cara membagi nilai PDRB dengan jumlah penduduk yang 

tinggal di daerah itu. PDRB per kapita atas dasar harga berlaku lebih 

banyak digunakan oleh para pengambil kebijakan di bidang ekonomi 

untuk melihat   perkiraan   pendapatan   masyarakat   pada   waktu   

terkini, sedangkan atas dasar harga konstan biasanya dipergunakan 

untuk data perbandingan. PDRB perkapita atas dasar harga berlaku 
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(HB) dan harga konstan (HK) dari tahun 2017 sampai tahun 2021 dapat 

dilihat pada tabel berikut. 

Tabel 2.8 
PDRB Perkapita Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB)  dan Atas Dasar 

Harga Konstan (ADHK) 

Kabupaten Barru Tahun 2017-2021 
 

 
 

 
 
 

 
 

 Sumber : Kabupaten Barru Dalam Angka Tahun 2022 
 
 

PDRB Perkapita atas dasar harga berlaku (HB)  dan (HK) terus 

mengalami peningkatan dari tahun 2017 sampai tahun 2021. kondisi 

pandemi covid19 memang memepengaruhi pertumbuhan ekonomi di 

tahun 2020, namun beberapa sektor di Kabupaten Barru menunjukkan 

peningkatan, salah satunya adalah sektor pertanian. Jika dibandingkan 

dengan wilayah sekitar (Kab. Pangkep, Soppeng, Bone, Sidrap dan Kota 

Parepare), Kabupaten Barru merupakan yang paling rendah PDRB 

Perkapitanya. Hal tersebut dapat dilihat pada grafik di bawah ini. 

Grafik 2.12 

Perbandingan PDRB Perkapita Atas Dasar Harga Berlaku(ADHB) 
Kabupaten Barru dengan wilayah sekitar Tahun 2019 s.d Tahun 2021 

(dlm Juta Rupiah) 
 

 
                      Sumber : BPS Tahun 2022 

 

Dari grafik  diatas, dapat dilihat bahwa jika dibandingkan dengan PDRB 

perkapita kabupaten/kota wilayah sekitar, di Kabupaten Barru masih 

stabil, namun demikian Kabupaten Barru tetap berada di posisi paling 

bawah diantara 5 Kabupaten Kota pada wilayah sekitarnya. 

 

 

Tahun ADHB (Rp.) ADHK (Rp.) 

2017 34.508.616 24.236.438 

2018 38.094.607 25.725.509 

2019 41.711.191 27.520.350 

2020 42.472.955 27.653.853 

2021 43.429.469 27.327.826 
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6. Rasio Gini 

Rasio Gini adalah salah satu ukuran yang paling sering digunakan 

untuk mengukur tingkat ketimpangan pendapatan secara menyeluruh. 

Standar penilaian ketimpangan Rasio Gini ditentukan dengan 

menggunakan kriteria seperti berikut (Hera Susanti dkk, Indikator- 

Indikator Makro Ekonomi, LPEM-FEUI, 1995) : 

1.    GR < 0.4 dikategorikan sebagaiketimpangan rendah 

2.  0.4 <GR < 0.5dikategorikan sebagaiketimpangan sedang(Moderat) 

3.    GR > 0.5dikategorikan sebagai ketimpangan tinggi 

Rasio Gini di Kabupaten Barru pada tahun 2017 - 2021 dapat 

dilihat pada grafik  berikut. 

Grafik 2.13 

Rasio Gini Nasional, Provinsi Sulawesi Selatan dan Kab.Barru  

Tahun 2017 – 2021 

 
                       Sumber : BPS Tahun 2022 

Grafik di atas menunjukkan bahwa ketimpangan pendapatan 

Provinsi Sulawesi Selatan lebih tinggi jika dibandingkan dengan 

ketimpangan pendapatan di Kabupaten Barru meskipun pada tahun 

2017 meningkat sebesar 0.389, namun pada tahun 2020 menurun 

menjadi 0.357. Penurunan Rasio Gini menunjukkan semakin 

meratanya pendapatan masyarakat yang berarti semakin inklusifnya 

pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Barru. 

Tabel 2.9 

Perbandingan  Rasio Gini Kabupaten Barru dengan Wilayah Sekitar  
 Tahun 2017 – 2021 

No Kabupaten/ Kota 2017 2018 2019 2020 2021 

1 Kab. Barru 0,389 0,379 0,360 0,357 0,359 

2 Kota Pare-pare 0,384 0,382 0,350 0,373 0,381 

3 Kab. Soppeng 0,359 0,359 0,392 0,357 0,406 

4 Kab.Sidrap 0,325 0,340 0,284 0,349 0,358 

5 Kab. Pangkep 0,368 0,321 0,328 0,345 0,363 

6 Kab. Bone 0,386 0,412 0,366 0,404 0,383 

           Sumber : BPS Tahun 2022 
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 Berdasarkan Data yang disajikan diatas, Kabupaten Barru memiliki 

pertumbuhan ekonomi yang pertumbuhannya cukup tinggi bila 

dibandingkan dengan kabupaten wilayah sekitar dengan ketimpangan 

pendapatan (Indeks Gini) yang setiap tahunnya menunjukkan trend 

yang semakin menurun. Ini mengindikasikan bahwa sejak tahun 2017 

– tahun 2021 Kabupaten Barru telah mengoptimalkan penggunaan 

sumber daya serta adanya campur tangan pemerintah dalam 

mengarahkan kebijakan dan strategi perencanaan pembangunan yang 

mengarah pada kelompok penduduk yang berpenghasilan rendah turut 

berperan dalam mengurangi ketimpangan pendapatan. Konsen 

pemerintah Kabupaten barru dalam menurunkan kemiskinan memiliki 

peran yang cukup besar. 

 

2.2. EVALUASI PAGU INDIKATIF DAN REALISASI BELANJA 

 Informasi tentang realisasi pelaksanaan kegiatan per 

urusanmenunjukkan besaran penyerapan anggaran sampai dengan triwulan 2 

untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan daerah yang ditetapkan 

dalam RKPD 2022 dan APBD 2022. Gambaran tentang capaian realisasi 

keuangan per urusan dapat dilihat pada tabel berikut : 

Tabel 2.10 

Realisasi Anggaran Pelaksanaan Kegiatan Kabupaten Barru 
Sampai Dengan Triwulan 2 Tahun 2022 

 

No Perangkat Daerah 
Anggaran Persentase 

Pagu Realisasi % 

1 
DINAS PENDIDIKAN 
DAN KEBUDAYAAN 

296,769,878,711 42,494,053,951 14,81 

2 DINAS KESEHATAN 146,800,494,908 17,354,122,894 14,53 

3 
RUMAH SAKIT UMUM 

DAERAH 
76,469,942,674 5,893,771,713 10,68 

4 

DINAS PEKERJAAN 

UMUM, TATA RUANG, 
PERUMAHAN DAN 

KAWASAN 

PEMUKIMAN 

36,332,857,219 1,611,421,649 28,96 

5 

DINAS PERUMAHAN 

DAN KAWASAN 
PEMUKIMAN 

14,204,540,806 1,907,262,477 14,14 

6 

SATUAN POLISI 
PAMONG PRAJA, 

PEMADAM 

KEBAKARAN DAN 
PENYELAMATAN 

6,967,959,520 1,642,372,487 23,62 

7 

BADAN 

PENANGGULANGAN 

BENCANA DAERAH 

2,365,470,184 619,648,628 26,29 

8 DINAS SOSIAL 3,822,797,200 1,011,395,657 27,14 

9 DINAS PENANAMAN 

MODAL DAN 
4,845,933,860 758,375,636 16,21 
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No Perangkat Daerah 
Anggaran Persentase 

Pagu Realisasi % 

PELAYANAN TERPADU 

SATU PINTU 

10 
DINAS TENAGA 
KERJA 

1,297,835,618   

11 

DINAS 
PEMBERDAYAAN 

MASYARAKAT DAN 

DESA, 
PENGENDALIAN 

PENDUDUK DAN 

KELUARGA 
BERENCANA, 

PEMBERDAYAAN 

PEREMPUAN DAN 

PERLINDUNGAN ANAK 

9,180,041,744 1,696,883,077 18,88 

12 
DINAS KETAHANAN 
PANGAN 

4,584,624,582 765,717,837 16,7 

13 
DINAS LINGKUNGAN 
HIDUP 

2,952,517,739 663,660,963 22,48 

14 
DINAS 
KEPENDUDUKAN DAN 

PENCATATAN SIPIL 

3,589,516,436 830,254,772 23,13 

15 
DINAS 

PERHUBUNGAN 
4,644,353,909 1,478,676,000 32,47 

16 

DINAS KOMUNIKASI, 

INFORMATIKA, 
STATISTIK DAN 

PERSANDIAN 

5,664,600,898 1,236,961,443 21,84 

17 

DINAS KOPERASI, 

USAHA KECIL 

MENENGAH DAN 
PERDAGANGAN 

5,250,075,744 787,214,876 15,05 

18 

DINAS PARIWISATA 

KEPEMUDAAN DAN 

OLAHRAGA 

4,434,313,296 837,376,603 19,71 

19 

DINAS 

PERPUSTAKAAN DAN 
KEARSIPAN 

3,939,465,806 1,340,336,602  

20 DINAS PERIKANAN 3,536,929,802 685,072,321 19,27 

21 
DINAS KEPEMUDAAN 

DAN OLAHRAGA 
5,092,977,843 982,745,529 19,71 

22 

DINAS PERTANIAN 

DAN KETAHANAN 
PANGAN 

16,779,297,931 3,966,986,095 27,3 

23 
SEKRETARIAT 
DAERAH 

40,793,349,264   

24 SEKRETARIAT DPRD 22,138,779,782 2,417,172,337 10,95 

25 

BADAN 

PERENCANAAN, 
PEMBANGUNAN, 

PENELITIAN DAN 

PENGEMBANGAN 
DAERAH 

4,077,140,432 1,185,285,596 29,36 

26 
BADAN PENDAPATAN 
DAERAH 

4,554,847,661 946,576,622 20,78 

27 
BADAN KEUANGAN 
DAN ASET DAERAH 

132,685,481,880 24,990,386,397 23,52 

28 

BADAN 

KEPEGAWAIAN DAN 

PENGEMBANGAN 
SUMBER DAYA 

MANUSIA 

4,661,165,033 1,421,101,977 29,36 
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No Perangkat Daerah 
Anggaran Persentase 

Pagu Realisasi % 

29 INSPEKTORAT 6,198,340,534 1,427,140,984 20,78 

30 
KECAMATAN TANETE 

RIAJA 
3,527,067,854 649,732,727 23,52 

31 
KECAMATAN 

MALLUSETASI 
4,862,964,285 1,597,974,283 30,14 

32 
KECAMATAN 

SOPPENG RIAJA 
3,340,067,757 1,079,875,520 23,3 

33 KECAMATAN BALUSU 2,575,641,603 701,734,703 18,55 

34 KECAMATAN BARRU 5,954,650,750 1,309,470,126 33,41 

35 
KECAMATAN 

PUJANANTING 
2,491,469,267 430,866,130 32,62 

36 
KECAMATAN TANETE 
RILAU 

3,757,667,990 766,787,453 27,42 

37 BADAN KESATUAN 

BANGSA DAN POLITIK 
2,656,750,963 628,328,975 21,99 

JUMLAH 903,801,811,485 128,116,745,040 14.18 

 Sumber : Badan Keuangan dan Aset Daerah 2022 

 

 Tabel diatas menunjukkan total belanja daerah tahun 2022 sebesar Rp. 

903.801.811.458,- sampai dengan triwulan 2 baru terealisasi sebesar 14,18 

persen atau sekitar Rp. 128.116.745.040,-. Terbagi atas 4 (empat) urusan 

dengan 30 (tiga puluh) perangkat daerah ditambah dengan 7 (tujuh) kecamatan. 

Hingga triwulan 2 belum ada satupun perangkat daerah yang menunjukkan 

persentase realisasi diatas 40 %. Artinya bahwa realisasi serapan anggaran 

hingga triwulan 2 jika dirata-ratakan maka masih cenderung kategori rendah, 

dengan rincian, perangkat daerah sampai dengan triwulan 2 masih berada pada 

kisaran 20 % - 40 % dengan jumlah OPD sebanyak 21 OPD atau 56% dari jumlah 

dari Keseluruhan OPD, selebihnya sebanyak 16 OPD dengan realisasi anggaran 

dibawah 20%. 

 

2.3. EVALUASI CAPAIAN KINERJA KELUARAN KEGIATAN 

2.3.1 Capaian Kinerja Keluaran Kegiatan dan Sub Kegiatan 

 Penyesuaian program, kegiatan dan sub. kegiatan yang tercantum dalam 

RKPD Pokok Tahun 2022 dengan permendagri 90 tahun 2019, pemuktahiran 

permendagri 050.5889 Tahun 2021 dan perubahan SOTK menyebabkan 

terjadinya beberapa perubahan perangkat daerah, sehingga menyebabkan 

penyesuaian jumlah program/kegiatan/subkegiatan yang dipetakan 

berdasarkan indicator kinerja dan diinput dalam aplikasi SIPD. Adapun 

penyesuaian dalam RKPD pokok Tahun 2022 dapat dilihat pada tabel berikut: 
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Tabel 2.11 

Rekapitulasi Jumlah Program/Kegiatan/Subkegiatan RKPD Pokok 

Tahun 2022 dan perubahan RKPD Tahun 2022 

No 
URUSAN 

PEMERINTAHAN 

RKPD Pokok Tahun 2022 Perubahan RKPD 2022 

Jumlah 

Program 

Jumlah 

Kegiatan 

Jumlah 
Sub. 

Kegiatan 

Jumlah 

Program 

Jumlah 

Kegiatan 

Jumlah 
Sub. 

Kegiatan 

1 
URUSAN BIDANG 
PENDIDIKAN 

4 11 57 2 9 64 

2 
URUSAN BIDANG 
KESEHATAN 

5 23 111 5 14 112 

3 

URUSAN BIDANG 
PEKERJAAN UMUM 

DAN PENATAAN 

RUANG 

7 14 49 8 12 11 

4 

URUSAN BIDANG 

PERUMAHAN DAN 
KAWASAN 

PERMUKIMAN 

5 16 42 4 6 240 

5 

URUSAN BIDANG 

TRANTIBUMLINMAS 

2 12 45 5 8 57 

6 

URUSAN BIDANG 

SOSIAL 

3 10 34 4 9 52 

7 

URUSAN BIDANG 

TENAGAKERJA 

7 14 51 7 14 31 

8 

URUSAN BIDANG 

PEMBERDAYAAN 

PEREMPUAN DAN 
PERLINDUNGAN 

ANAK 

4 12 22 5 3 26 

9 

URUSAN BIDANG 

PANGAN 

6 9 10 5 7 51 

10 

URUSAN BIDANG 

PERTANAHAN 

5 11 23 4 11 11 

11 

URUSAN BIDANG 

LINGKUNGAN 

HIDUP 

4 4 4 4 4 10 

12 

URUSAN BIDANG 
ADMINISTRASI 

KEPENDUDUKAN 

9 15 31 9 15 23 

13 

URUSAN BIDANG 

PEMBERDAYAAN 

MASYARAKAT DESA 

5 15 28 5 13 4 

14 

URUSAN BIDANG 

PENGENDALIAN 
PENDUDUK DAN KB 

4 9 31 4 9 33 

15 
URUSAN BIDANG 
PERHUBUNGAN 

3 6 7 2 4 30 

16 
URUSAN BIDANG 
KOMINFO 

3 15 43 3 13 31 

17 

URUSAN BIDANG 

KOPERASI DAN 

UMKM 

3 9 22 3 7 9 

18 

URUSAN BIDANG 

PENANAMAN 
MODAL 

7 15 35 7 11 44 

19 
URUSAN BIDANG 
PEMUDAN DAN OR 

6 11 27 6 15 22 

20 
URUSAN BIDANG 
STATISTIK 

4 13 58 3 11 35 
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No 
URUSAN 

PEMERINTAHAN 

RKPD Pokok Tahun 2022 Perubahan RKPD 2022 

Jumlah 

Program 

Jumlah 

Kegiatan 

Jumlah 
Sub. 

Kegiatan 

Jumlah 

Program 

Jumlah 

Kegiatan 

Jumlah 
Sub. 

Kegiatan 

21 

URUSAN BIDANG 

PERSANDIAN 

1 1 6 1 1 27 

22 

URUSAN BIDANG 

KEBUDAYAAN 

1 2 5 1 1 59 

23 

URUSAN BIDANG 

PERPUSTAKAAN 

3 5 6 3 5 6 

24 

URUSAN BIDANG 

KEARSIPAN 

2 7 28 2 8 4 

25 

URUSAN BIDANG 
KELAUTAN DAN 

PERIKANAN 

2 6 9 2 6 6 

26 

URUSAN BIDANG 

PARIWISATA 

4 15 34 4 17 30 

27 

URUSAN BIDANG 

PERTANIAN 

5 13 38 5 13 9 

28 

URUSAN BIDANG 

PERDAGANGAN 

7 24 60 7 24 29 

29 

URUSAN BIDANG 

PERINDUSTRIAN 

5 9 15 5 14 35 

30 

SEKRETARIAT 

DAERAH 
15 63 169 15 53 156 

31 

SEKRETARIAT 

DPRD 
2 12 35 2 12 37 

32 

URUSAN 

PERENCANAAN 
3 12 25 3 13 37 

33 

URUSAN 

KEUANGAN 
5 21 109 4 21 115 

34 

URUSAN 

KEPEGAWAIAN 
2 10 24 2 10 22 

35 

URUSAN 
PENDIDIKAN DAN 

PELATIHAN 

1 1 1 1 1 1 

36 

URUSAN 

PENELTIAN DAN 

PENGEMBANGAN 

1 2 2 1 2 5 

37 

URUSAN 

PENGAWASAN 
3 9 28 3 10 29 

38 KECAMATAN 40 94 208 41 96 218 

39 KESBANGPOL 6 11 19 6 10 21 

Sumber : Data Olahan Bappeltibangda Tahun 2022 

 Dari tabel diatas, beberapa Perangkat Daerah mengalami perubahan 

jumlah Program, Kegiatan dan Sub. Kegiatan, hal ini disebabkan adanya 

penyesuaian nomenkelatur dari Permendagri 050-3708 Tahun 2020 ke 

Kepmendagri 050-5889 Tahun 2021 yang telah memuat indikator kegiatan dan 

Sub. Kegiatan. Secara keseluruhan indikator RKPD 2022 disesuaikan dengan 

Kepmendagri 050-5889 Tahun 2021, dari hasil penyesuaian tersebut 

menyebabkan adanya beberapa target kinerja yang berpindah dari Kegiatan dan 

Sub. Kegiatan yang satu ke Kegiatan dan Sub. Kegiatan yang lain.disamping itu 

adanya penyesuian terhadap Program RPJMD Kabupaten Barru Tahun 2021-

2026. 
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